BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR /2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN

Menimbang

Mengingat

BANTUAN SOSIAL KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

bahwa untuk terciptanya pengelol'aan keuangan daerah
yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam
pemberian Hibah Daerah perlu diubah beberapa
ketentuan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial Kabupaten Dompu;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Dompu;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana



10.

12,

13.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5257);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu
Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 1); '



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah dan ayat (5) dicabut, ayat
(6) menjadi ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai
kemampuan keuangan daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa uang, barang atau jasa yang dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan pemerintah daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenubhi kriteria:

a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh
perundang-undangan; dan

c¢. memenuhi persyaratan penerima hibah.

(4) Besaran nilai alokasi anggaran belanja hibah berupa
uang untuk setiap kelompok, individu dan sasaran
ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(5) Pengalokasian anggaran belanja hibah  berupa

. barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan standar satuan harga daerah yang sudah
ditetapkan

2. Ketentuan Lampiran I, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal /3 —O &~ 2016

BUPATI DOMPU,

~ /
o H. BAMBANG M. YASIN
Diundangkan di Dompu
pada tanggal /& — O6 - 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 74,




